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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak adalah salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan
pembangunan ditengah berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya
ekonomi. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber
penerimaaan negara yang paling besar dan memiliki kecenderungan semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pembayaran pajak merupakan
perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak
yang dapat dipaksakan atas obyek pajak yang dimilikinya berdasarkan undang-
undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan
untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua
golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak
tidak langsung salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, yang
dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik
konsumsi barang maupun konsumsi jasa, namun tidak semua jenis barang dan jasa
terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi,
sosial dan budaya. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan atas pertambahan
nilainya saja bukan pada barang atau jasanya. Suatu pertambahan nilai tercipta
2karena adanya kegiatan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan
barang dan/atau jasa.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diadopsi di Indonesia pada tanggal 1
April 1985 yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di
Indonesia sejak tahun 1950. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa kali
perubahan terhadap undang-undang perpajakan. Di antara refomasi tersebut yaitu
mengganti Undang-Undang No 8 Tahun 1984 dengan Undang-Undang No 11
Tahun 1994, yang kemudian menggantinya lagi dengan Undang-Undang No 18
Tahun 2000 dan terakhir kaIinya dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 yang
mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Hal ini dimaksud agar kepastian hukum dan
keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat. Di samping itu, hal
ini juga menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dirasa sulit bagi
para wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang nantinya dapat
meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (tax
ratio).
Dalam reformasi pajak pertama terhadap UU PPN 1984 mulai 1 Januari
1985 terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap objek PPN. Dimana
perubahan yang pertama merupakan upaya kodifikasi ketentuan yag mengatur
tentang objek PPN, yakni objek pajak yang sebelumnya tersebar dalam beberapa
bentuk peraturan disatukan dalam pasal 4. Adapun perubahan yang kedua
merupakan penambahan objek pajak baru dengan dibentuknya pasal baru, salah
3satunya adalah pasal 16C yang mengatur pengenaan pajak terhadap Kegiatan
Membangun Sendiri.
Kegiatan Membangun Sendiri merupakan kegiatan membangun sendiri
bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang
pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal maupun tempat usaha
dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. Kegiatan membangun sendiri
merupakan objek PPN yang menyimpang dari prinsip-prinsip pengenaan PPN
yaitu aktifitas tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Filosofi dari Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri tercantum dalam
penjelasan Pasal 16 C Undang-undang PPN tahun 1994 yang berisi :
a) Untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan pajak pertambahan
nilai.
b) Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan
Pajak Pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur
batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai sejak 1 Januari
1995 dengan dikeluarkannya Undang-undang No 11 tahun 1994 yang merupakan
bagian Tax Reform ke 2 yang dicantumkannya Pasal 16 C yang merupakan dasar
dari pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Pada waktu mulai
berlakunya tanggal 1 Januari 1995 Peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 595/KMK.04/1994 di mana obyek /
batasan kegiatan membangun sendiri adalah 400 M2 (empat ratus meter persegi)
hanya untuk tanah di luar kawasan real estate.
4Pajak Pertambahan Nilai, khususnya Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan
Membangun Sendiri merupakan salah satu jenis pajak pusat yang memiliki
penerimaan yang cukup baik dari tahun ke tahun, Perkembangan Pajak
Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Senapelan dapat dilihat jelas dari jumlah penerimaan negara
dari Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri yang didata oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Perkembangan jumlah
penerimaan Pajak pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dapat dilihat pada Tabel dibawah
ini:
Tabel I.I
Data Penerimaan PPN atas Kegiatan membangun sendiri
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan







Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan,2014
Dari tabel diatas dapat kita lihat untuk penerimaan atas pajak pertambahan
nilai kegiatan membangun sendiri dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu
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kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap adanya pemungutan pajak
pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri ini, juga tergantung dari
kemampuan finansial wajib pajak untuk kegiatan membangun sendiri, sehingga
pada tahun-tahun tertentu jumlah wajib pajak untuk kegiatan membangun sendiri
berkurang dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
kegiatan membangun sendiri. Namun, pada tahun 2013 terjadi peningkatan, hal
ini dikarenakan adanya peralihan hukum dari PMK 39/PMK.03/2010 yang
sebelumnya tidak mengatur adanya pengawasan dan uji kepatuhan secara tegas,
yang selanjutnya diatur dalam PMK 163/PMK.03/2012 dengan menerbitkan surat
himbauan dan/ teguran serta adanya kegiatan verifikasi atau pemeriksaan guna
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak sehingga penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri meningkat daripada tahun
sebelumnya.
Dalam pasal 16 C undang - undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah No 11 tahun 1994 yang menjadi dasar pemungutan
pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri dianggap masih bersifat
terlalu umum. Sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang
tidak mengetahui pelaksanaan dari peraturan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Fakta dilapangan masih terdapat wajib
pajak yang secara teoritis telah dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Kegiatan Membangun Sendiri tetapi tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya.
6Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang
berjudul : “Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Senapelan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka
penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu
Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan
Membangun Sendiri Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?
C. Tujuan dan Manfaat penulisan
1. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri di kantor pelayanan pajak
pratama pekanbaru senapelan.
2. Manfaat Penulisan
a. Memberikan wawasan di bidang perpajakan.
b. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pajak pusat,
khususnya Pajak Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri.
c. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan sebagai bahan masukan, atau panduan untuk mengetahui cara
pemungutan pajak Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri.
7D. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan yang
beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.
2. Waktu penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari - Maret 2014
3. Jenis data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan dan
dokumen yang terkait melalui KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
4. Teknik pengumpulan data
Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi.
a. Interview
Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak
Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepada pelaksana seksi ekstensifikasi pajak
dan pemeriksaan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan
informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.
b. Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti,
mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
8C. Analisis Data
Penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan
yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis dan
tidak menggunakan angka-angka, sehingga permasalahan terungkap objektif.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan
penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK
PEKANBARU SENAPELAN
Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran
umum Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan, Visi dan
Misi, Struktur organisasi, dan uraian tugas Kantor Pelayanan Pajak
Pekanbaru Senapelan
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini menguraikan tentang pengertian Pajak, pajak
pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai kegiatan membangun
sendiri, objek dan subjek pajak pertambahan nilai kegiatan
9membangun sendiri, dasar hukum dan tarif, serta tata cara dan
ketentuan pemungutan pajak pertambahan nilai kegiatan
membangun sendiri.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di
temukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Senapelan, kemudian memberikan saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
